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ABSTRAK

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimuat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini sekaligus
mengamanatkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh
warga negara, sehingga mereka dapat hidup layak, mampu mengembangkan
diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.Meski demikian, upaya untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial seringkali menghadapi persoalan-persoalan
yang tidak mudah untuk dipecahkan, sehingga saat ini masih banyak warga
negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena mengalami
hambatan fungsi sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam
mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan
yang layak bagi kemanusiaan.

Persoalan penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan
kesejahteraan sosial adalah keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang merupakan bagian masyarakat yang berada pada lapis
terbawah dalam konteks tingkat kesejahteraan sosial. Keberadaan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga disadari oleh Pemerintah, sehingga
Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang
secara parsial mengatur tentang penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan untuk
melandasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun tidak
secara eksplisit menggunakan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), undang-undang ini memuat prinsip penting yang mengakui
bahwa ada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
harus diprioritaskan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena
memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki
kriteria masalah sosial. Perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat dengan kriteria seperti inilah yang pada hakikatnya dipahami
sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



Sama seperti di daerah-daerah lain yang sedang mengalami dinamika
di berbagai bidang, fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) juga ada di Kota Salatiga. Sehubungan dengan hal tersebut,
Pemerintah Kota Salatiga memiliki tugas untuk menangani Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Secara umum pelayanan kesejahteraan
sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Namun, persoalan PMKS yang
semakin kompleks menuntut penanganan yang lebih menyeluruh, sistemik
dan terencana. Dalam kerangka itulah diperlukan Peraturan Daerah yang
secara khusus mengatur tentang penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar upaya-upaya penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Salatiga dapat diselenggarakan
secara optimal..

b. bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan warga
masyarakat yang perlu diutamakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial agar terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun
sosial secara memadai dan wajar;

c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah
kesejahteraan sosial,perlu mengatur mengenai penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosialsecara terencana, terarah dan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan hurufb, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang PenangananFakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor8 Tahun 2016 tentangPenyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Salatiga Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Salatiga Nomor 9);

. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1.

BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal

Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Maksud ditetapkannya
Peraturan Daerah, dan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan
Daerah,

BAB II SASARAN PENANGANAN PMKS DAN PSKS terdiri dari 1
(satu) Pasal,

BAB III PENDATAAN PMKS DAN PSKS terdiri dari 3 (tiga) Bagian
dan 6 (enam) Pasal.

BAB IV TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN terdiri dari 2 (dua)
Pasal.

BAB V PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL terdiri dari
16 (enambelas) Pasal, dan 5 (lima) Bagian.



10.
11.
12.

13.
14.

CATATAN

BAB VI PENANGANAN PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN
SOSIAL terdiri dari 5 (lima) Pasal, dan 4 (empat) Bagian.

BAB VII SUMBER DAYA terdiri dari 7 (tujuh) Pasal, dan 3 (tiga)
Bagian

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT terdiri dari 2 (dua) Pasal.
BAB IX LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL terdiri dari 2 (dua)
Pasal.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
BAB XI SISTEM INFORMASI terdiri dari 1 (satu) Pasal.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN terdiri
dari 3 (tiga) Pasal.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI terdiri dari 1 (satu) Pasal.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal.

Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Perda ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2018
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